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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah dalam penyelenggaraannya mengemban tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (emporwerment), dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. 

Institusi pemerintah sebagai pengambil keputusan dan pelayan terhadap masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tangguang jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintahan perlu diselengarakan secara dinamis, tanggap, cepat, dan tepat sasaran.

Pelayanan terhadap masyarakat selama ini diupayakan oleh pemerintah selaku penyelenggara administrasi Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintah kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggunag jawab kepada daerah.

Hal ini berarti fungsi pemerintah sebagai pengambil keputusan pun telah didesentralisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan paradigma di atas menuntut pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan unsur-unsur pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam mengurus rumah tangga daearh dan pelayanan terhadap masyarakat, kinerja Badan perencanaan pembangunan daerah melalui kapasitas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlu ditingkatkan.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD). 

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah merupakan dokumen rencana pembangunan yang berwawasan 5 tahun. Rencana Strategis Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan kegiatannya bersifat indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan Lembaga Tekhnis Daerah yang berbentuk Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di samping mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, juga mengkoordinasikan setiap kegiatan perencanaan pembangunan, mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan serta memonitoring setiap kegiatan pembangunan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan berikutnya. 
Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama Manajemen Pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (resources) yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada. 

Demikian strategisnya tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu penggerak manajemen pemerintahan khususnya dibidang pembangunan, sehingga dituntut semakin profesional dibidang tugasnya serta peka terhadap kebutuhan masyarakat dan memformulasikan dalam kebijakan Bupati untuk kesejahtraan masyarakat. Dalam Upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, diperlukan perencanaan yang terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan masyarakat, dengan pelibatan lebih banyak peran dari para stakeholders. Yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas. 

Dari sisi perencanaan, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah merubah pola perencanaan yang ada, dari shopping list ke working plant. Dimana satuan kerja  perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down. Guna mengantisipasi persoalan-persoalan pembangunan tadi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 

Badan perencanaan pembangunan daerah sebagai Lembaga teknis daerah diposisikan sebagai institusi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah, membantu Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2008 dikelompokkan dalam Lembaga Teknis Daerah, yang diberi kewenangan untuk menyusun perencanaan pembanguan daerah. 

Dari sisi perencanaan, dengan terbitnya Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah merubah pola perencanaan yang ada, dari shopping list ke working plant. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui temu karya pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. 

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang membantu Bupati Maluku Tenggara Barat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti labih jauh mengenai pengambilan keputusan di bidang fisik dan prasarana, serta pentingnya Sub Bagian Perencanaan terhadap Program Perencanaan dengan judul lapuran sebagai berikut : Proses Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah  Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun 2009.
1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah :
1. Bagaimana Proses komunikasih Pemerintah dalam  Proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-1012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009?
2. Bagaimana Proses Pengambilan Keputusan  Pemerintah dalam  Proses Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-1012  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009?

3. Bagaimana Proses sosialisasi dan pengembangan karir pegawai pemerintah dalam  Proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-1012  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009?

1.3 Maksud dan tujuan  
Maksud dari laporan ini yaitu untuk mengetahui Proses Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun 2009.

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam laporan ini adalah :
1. Untuk mengetahuai Proses komunikasih Pemerintah dalam  Proses Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui Proses Pengambilan Keputusan  Pemerintah dalam  Proses Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009.

3. Untuk mengetahui Proses sosialisasi dan pengembangan karir pegawai pemerintah dalam  Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009.
1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil dari laporan ini dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi kepentingan penulis, yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang Proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun 2009.
2. Bagi Kegunaan teoritis, yaitu hasil laporan kkl ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran dan informasi bagi ilmu pemerintahan, khususnya mengenai pentingnya Proses Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun 2009.

3. Bagi Kegunaan praktis, hasil dari laporan kkl ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi atau solusi kepada Proses Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun 2009.
1.5 Kerangka Pemikiran 

Hubungan antara pemerintah dengan msayarakat merupakan hubungan yang saling ketergantungan. Melalui peran pemerintah, masyarakat diatur dan dipenuhi kebutuhannya. Di lain pihak masyarakat membutuhkan peran pemerintah sebagai pihak yang mengatur kehidupannya, sehingga terciptalah ketertiban dan ketentraman. Dengan adanya Proses Rencanaan Pembangunan maka Pemerintah Maluku Tenggara Barat (MTB), melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Menurut pendapat James L. Gibson, Jhon. M. Ivan Cevich, James H.  Donelly. JR dalam bukunya Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses. Proses organisasi terdiri dari tiga tahap yaitu :

1. Proses komunikasi : kelangsungan hidup organisasi tergantung dari kemampuan managemen menrima, meneruskan, dan bertindak atas informasi. Proses Komunikasi menghubungkan organisasi dengan lingkungan, demikian juga sebagai bagiannya. Informasi mengalir ke dan dari organisasi dan di dalam organisasi. Informasi mengintergasikan aktivitas di dalam organisasi.
2. Pengambilan Keputusan : tergantung atas pemilihan sasaran yang tepat dan mengidentifikasikan cara untuk mencapai integritas yang baik antara faktor perilaku dan struktur, manajemen dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya keputusan yang bermutu tinggi.
3. Sosialisasi dan Pengembangan Karir : Proses dimana anggota dapat mempelajari nilai-nilai cultural, norma, keyakinan dan perilaku yang diminta sehingga memungkinkan mereka mencerminkan kontribusi efektif bagi organisasi. Organisasi memperkerjakan individu untuk melakukan tugas tertentu, pekerjaan dari struktur organisasi. Jadi individu dan kepentingan organisasi serta sasaran harus berada dalam harmoni bila ke duanya ingin efektif. 
Proses ini dimana individu memahami harapan organisasi di sebut sebagai sosialisasi. Sosialisasi bisa bersifat formal, ketika program orientasi diberlakukan bagi karyawan baru atau bersifat informal ketika maneger dan pekerja menyampaikan kepada karyawan baru mengenai detil harapan organisasi. Pengembangan karir dan sosialisasi merupakan aktivitas yang salin berkaitan yang mempengaruhi kinerja organisasi dan individu.
Berkaitan dengan Proses pemerintah dalam Rencana pembagunan daerah. Pengertian perencanaan ini mengacu pada perencanaan Sumber Daya Manusia menurut Andrew E. Sikula sebagai “Human resource of manpower planning has been defined as the process of determining manpower requirements and the means for meeting those requirements in order to carry out the integrated plans of the organization (Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintregasi dengan rencana organisasi)” (Sikula dalam Mangkunegara 2003:5).

Dalam Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai :

 “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah” (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam Fokusmedia 2005:3).

Pengertian diatas mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah dengan melibatkan Masyarakat. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu : 

1. Politik;

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing  calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

2. Teknokratik;

Perencanaan dengan pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmia oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3. Partisipatif;

Perencanaan dengan pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.

4. Atas-bawah (top-down); dan

5. Bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam Fokusmedia 2005:22-23)

Sesuai pendapat tersebut, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan  untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembanguna yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya, Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA) menhimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi utuk menilai pencapaian sasaran tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. “Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact)” (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004).

Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka suatu perencanaan sangat dibutuhkan dalam pembangunan Nasional. Pemerintah dapat menjalankan pembangunan dengan tepat dan cepat dipengaruhi oleh perencanaan yang matang. Setelah melakukan rencana-rencana strategis, Pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan dengan baik dalam rangka keberhasilan pembangunan. 

Berdasarkan penjelasan dia atas, dapat dikatakan bahwa suatu Proses Perencanaan serta Evaluasi pelaksanaan rencana sangat mempengaruhi terwujudnya pengambilan keputusan yang efisien, afektif, rasional dan berkualitas. Maka penulis membuat definisi operasional. Definisi operasional merupakan suatu definisi yang menyatakan secara jelas dan akurat mengenai bagaimana suatu konsep tersebut dapat diukur.

1. Proses terdiri dari tiga tahap yaitu :

a. Proses komunikasi : kelangsungan hidup organisasi tergantung dari kemampuan managemen menrima, meneruskan, dan bertindak atas informasi. Proses Komunikasi menghubungkan organisasi atau instansi dengan lingkungan, demikian juga sebagai bagiannya. Informasi mengalir ke dan dari organisasi dan di dalam organisasi. Informasi mengintergasikan aktivitas di dalam organisasi atau instansi, dalam hal ini adalah Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

b.  Pengambilan Keputusan : tergantung atas pemilihan sasaran yang tepat dan mengidentifikasikan cara untuk mencapai integritas yang baik antara faktor perilaku dan struktur, manajemen dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya keputusan yang bermutu tinggi khususnya pada Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

c. Sosialisasi dan Pengembangan Karir : Proses dimana anggota dapat mempelajari nilai-nilai cultural, norma, keyakinan dan perilaku yang diminta sehingga memungkinkan mereka mencerminkan kontribusi efektif bagi organisasi. Organisasi memperkerjakan individu untuk melakukan tugas tertentu, pekerjaan dari struktur organisasi. Jadi individu dan kepentingan organisasi serta sasaran harus berada dalam harmoni bila ke duanya ingin efektif pada Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 

Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja merupakan suatu proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintregasi dengan rencana organisasi khususnya dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 

Secara singkat, kerangka pemikiran di atas dapat di lihat secara jelas dalam model kerangka pikiran sebagai berikut : 
Gambar 1.1

Model kerangka pemikiran

 




Dapat di jelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan butuh suatu proses dimana suatu proses itu akan di olah menjadi suatu data yang menghasilkan suatu informasi yang di jadikan sebagai Proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, selain itu juga pengambilan keputusan sangat membantu pemerintah untuk merealisasikan Proses Perencanaan Pembangunan secara cepat, efisien dan efektif. Kemudian juga Proses sosialisasi dan pengembangan karir juga sangat berperan penting untuk membuat suatu perencanaan pembangunan yang akan mengasilkan kepuasaan bagi masyarakat.
1.6 Metode Penelitian  

Sesuai dengan masalah yang ditulas pada usulan laporan kkl ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penulis dalam melakukan penulisan dan pengamatan.

Penulisa dalam melakukan kkl ini, menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai berikut : 

“Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul dimasyarakat yang menjadi permasalannya itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu cirri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variable tertentu. Penelitian deskriptif dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian” (Bungin, 2001:124).
Dengan mencermati definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran dan uraian yang jelas, sistematis, faktual, dan akurat dalam sebuah penelitian serta penulis merupakan instrument kunci dalam sebuah laporan yang mengutamakan kualitas data.
 1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam laporan kkl ini disesuaikan denagn fokus dan tujuan laporan kkl, yaitu :

1. Studi Pustaka, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah peranan kepala sub bagian perencanaan dalam pengambilan keputusan di bidang fisik dan prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku Tenggara Barat Tahun 2009.

2. Observasi, yaitu cara menghimpun data dengan melakukan observasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku Tenggara Barat.

1.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian 
Lokasi KKL dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku Tenggara Barat, yang beralamatkan di Jl. Ir. Soekarno Saumlaki (Maluku Tenggara Barat). Telepon (0918)21168. Sedangakan jadwal pelaporan ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

1. Pemilihan Lokasi KKL, bulan Mey 2009.

2. Bimbingan usulan KKL, bulan Mey-Juni 2009.

3. Usulan laporan KKL disetujui pembimbing, bulan Juli 2009.

4. Pelaksanaan KKL, bulan Agustus 2009.

5. Bimbingan laporan KKL dengan dosen pembimbing, bulan November 2009.

6. Pengumpulan laporan KKL, bulan November 2009.

Jadwal pelaporan tersebut dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Jadwal Pelaporan

	No
	Kegiatan
	Tahun 2005

	
	
	Mey 
	Juni
	Juli 
	Agst 
	Sep 
	Okt 
	Nov 

	1
	Pemilihan Lokasi KKL
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bimbingan usulan laporan KKL
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Usulan laporan disetujui pembimbing
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Pelaksanaan KKL
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bimbingan laporan KKL dengan dosen pembimbing
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Pengumpulan laporan KKL
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